MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciarmnis
Tlp. (0265) 771021 - 772028, Fax. (0265) 772028

E mail:pnciamis1@gmail.com, WWW.pn-ciamis.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS
NOMOR : 2099/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024
TENTANG
PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI CIAMIS

KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi dewasa
ini diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengatur tentang
besarnya uang panjar biaya perkara;

2. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata
dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan
Negeri Ciamis, maka perlu dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah
panjar biaya perkara perdata;

3. Bahwa untuk menentukan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata
dan biaya Jurusita/Jurusita Pengganti didasarkan pada Jauh/dekatnya
(radius), medan tempat tinggal para pihak serta jumlah subyek maupun
obyek hukumnya;

4. Bahwa untuk menentukan jumlah Panjar Biaya Perkara dimaksud perlu

adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 serta disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah
diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004



jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Pasal 121 ayat (4) HIR;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada di
bawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/11/2002,
tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/027A/SK/V1/2000, tentang Biaya Perkara yang
dimohonkan Kasasi;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus
2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Negeri
Secara Elektronik;

10.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 tanggal
13 Agustus 2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

11.Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XI1/2019 tanggal
31 Desember 2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan
Kembali Secara Elektronik;

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28
Januari 2019 Tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

14.Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di
Lingkungan Peradilan Umum:;

15.Surat  Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor
2098/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Tentang



Memperhatikan

Memutuskan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Penunjukan Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara
(BAPP) Pada Pengadilan Negeri Ciamis;

16.Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pengadilan Negeri
Ciamis ~ Nomor  WI11.U15/2086/HK.02/VIII/2023 jo  Nomor
472/KCCI/Kurlog/0823 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Jasa Pengiriman
Surat dan Paket.

Surat  Keputusan  Ketua Pengadilan  Negeri  Ciamis  Nomor

314/KPN.W11.U15/HK .2.4/1/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Panjar
Biaya Pendaftaran Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis.

MENETAPKAN

Surat  Keputusan  Ketua Pengadilan  Negeri Ciamis Nomor
20/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Panjar
Biaya Pendaftaran Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis;
Menetapkan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada Pengadilan
Negeri Ciamis sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Biaya pendaftaran perkara perdata tersebut merupakan uang panjar apabila
kurang harus ditambah dan apabila lebih si sanya dapat diambil kembali;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.




Lampiran . KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS
Nomor © 2099/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024
Tanggal . 15 Oktober 2024

w

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (e-Court)

Besarnya biaya

Perincian Satuan Keterangan
(Rp.)
1 | Biaya pendaftaran per perkara 30.000 Disetor ke kas negara
SK KPN Nomor
2098/KPN.W11.U15/HK 2.4/
10/2024 tanggal 15 Oktober
v 2024 Tentang Penunjukan
2 | ATK per perkara 75.000 Tim Pengelola Biaya
Administrasi Penyelesaian
Perkara (BAPP) Pada
Pengadilan Negeri Ciamis
3 | Redaksi per perkara 10.000 Disetor ke kas negara
4 | Materai per perkara 10.000 -
Biaya PNBP Panggilan
5 | Pertama kepada per relaas 10.000 Disetor ke kas negara
Pemohon

2. PANJAR BIAYA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN (e-Court)

Besarnya
Perincian Satuan biaya Keterangan

(Rp.)

1 | Biaya pendaftaran per perkara 30.000 Disetor ke kas negara

SK KPN Nomor
2098/KPN.W11.U15/HK.2.4/1
0/2024 tanggal 15 Oktober
2024 Tentang Penunjukan Tim
Pengelola Biaya Administrasi
Penyelesaian Perkara (BAPP)
Pada Pengadilan Negeri
Ciamis

2 | ATK per perkara 75.000

3 | Redaksi per perkara 10.000 Disetor ke kas negara

4 | Materai per perkara 10.000 -

Biaya penggandaan/fotocopy
5 | Penggandaan per perkara - berkas perkara Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) per lembar

Biaya Panggilan Tergugat

6 1 Disesuaikan dengan tarif
(3 Kali) per relaas -

kiriman pos, terlampir.









































































